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Halaman 12

' Rapat Paripurna Pertama DPR pada 2026

ANTARARIVAN AWAL LINGEA

Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan 111 Tahun Sidang 20252026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/1/2026). Rapat vang dihadiri oleh 204 dari 579
anggota DPR tersebul merupadan rapal paripurna pertama tahun 2020 setelah menjalani masa reses sejak awal Desember 2025,
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RUU Perampasan Aset
Dibahas Mulai Hari Ini

RUU Perampasan Aset dibahas komisi I DPR bersama Badan keahlian DPR. Rancangan
regulasi tersebut dibahas satu paket dengan RUU Hukum Acara Perdata.

JAKARTA, KOMPAS — Ruancangan
Undang-Undang  Perampasan
Komisi

Asel akan nuﬂ i dliba

ne H e
/2026). RUL tersebut di-
bahas bersamaan dengan RUU
Hukum Acara Perdata karena
dinilai  memiliki  keterkaitan
stansi. Pembahasan  diha-
rapkan  berlangsung  terbuka,
k dengan  membuka
kepada publik agar
masyarakat dapat ikut menga-
wil prosesnya,

ngeota Komisi 11T DPR dari
Fri Partai Golkar, Soedeson
Tandra, membenarkan rencana
apat internal Komisi 11 ber
sama Badan  Keahlion  DPR
(BKD) untuk membahas draf
kah akademik RULT Pe-
. Ia mengatakan,
an RUU  terschut

pembah;
akan dilakukan bersamaan de-

ngan UL Hukum Ac
data.

"Benar, (ada rapat internal
Komisi 111 DPR dan BKD pada
Rabu). Satu puket dengan RUU
Hukum Acara Perdata,” kata
Socdeson saat dihubungi, Selasa
(13/1).

RUU Perampasan Aset men-
Jadi usul inisiatif DPR setelah
diputuskan dalam r
asi Program Legis mal
(Prolegnas) Prioritas 2025 pada
pertengahan September 2025,
Dalam  Prolegnas  Prioritas
2026, RUL itu kembali dima-
sukkan sebagai luncuran dari
program tahun 2025, Sehelum-
RUUini - merupakan
atif pemerintah dan
pemerintah telah menyiapkan

draf serta naskah akademik-

nyiL.
Socdeson menjelaskan, pem-
hahasan RUU Perampasan Asct

kukan  bersamaan  dengan
RUL Hukum Acara Perdata ka-
rena keduanya memiliki keter-
kaitan konseptual. Perampasan
aset dalam hukum pidana ber-
sifat convicton based, vakni ha-
ru dapat dilakukan setelah se-
seorang dipidana. Adapun pe-
mulithan aset berkaitan dengan
ah perdata,
arena itu, RUU Perampas-
Aset harus  dibahas ber-
ma dengan RUU Hu-

masuk ke dalam perampasan
aset berbasis pemidanaan,” ujar
Soedeson.

[a menuturkan, rapat inter-
nal Komisi TI dan BKI) ber-
tujuan mendudukkan kerangka
agar pengaturan tersebut tidak
saling tumpang tindih.

Salah satu poin yang juga
ingin dib alah pemba
beban pembuktian, yang
ini kerap disebut publik sebagai
pembuktian terbalike. Dengan
miekanisme itw, beban pembuk-
tian tidak lagi sepenubnya ber-
ada pada pihak yang menuduh,
tetapi  beralih - kepada  pihak

yang tertuduh untuk membuk-
asal-usul as X
ang awalnya siapa yang
menuduh dia harus mel mhuktl-
kan, se
tuduh |
wa itu tnya. Ketentuan se-
perti ini sudah ada dalam UU
Tindak Pidana Korupsi dan UU

Tindak  Pidana  Pencucian
Uang,” kata Socdeson,

Adapun - mengenai bat
nilai aset yang dapat dira
Soedeson mengatakan, materi
tersehut helum masuk pemba-
hasan. "ltu: belum: sampai ke
materi itu dibahas. tidak
herani bicara soal itu,” ujarnya.
n
Agtas _menyambut baik
Komisi IIT DPR mem-
draf dan naskah akade-
mik RUU Perampasan Aset ber-
sama BKD. "Bagus sekali kalaw
itu dilakukan. Karena memang
itu harapan-Presidens”. kata-
nyi

Supratman mencgaskan, pe-
merintah pada prinsipnya me-
nunggu proses di DPR hingga
RULU tersebut resmi ditetapkan
sehagni usul inisiatif dalam ra-
pat paripurna. Pemerintah siap
membahas kapan pun jika draf
RUL itu telah selesai disusun
DPR.

Asin

Menteri Hukum Suprati
Andi

Harus transparan

LJLL.m Fakultas Hukum Uni-
Aan Eko Wi-
th.uln. mengipresiasi langkah
Komisi I DPR mulai mem-
bahas naskah akademik  dan
dral RUU Perampasan Aset,
Meski demikian, ia mengingat-
kan bahwa pembahasan terse-
but masih berada di lingkup
internal DPR karena melibat-
kan BKIx

"Kita patut apresiasi karena
sudah ada gerak di internal
DPR. Namun, ini masih pem-
bahasan internal. Harapannya,
setelah ini segera ada pemba-
hasan  bersama  pemerintah”

wjar Aan.

Aan mengkritik  rencana
pembahasan RUU Perampasan
Aset yang dilakukan satu
dengan RUU Hukum  Ac
Perdata. Menurut dia, keter-
kaitan keduanya tidak bersifat
langsung karena perampasan
aset berada dalam ranah hukum
pidana, sedangkan hukum acara
perdata berada dalam ranah hu-
kum privat.

"Dalam  perampasan  aset,
yang berhadapan adalah negara
dengan warga negara. Dalam
hukum  perdata termasuk di
dalamnya ini acara perdata,
yang diatur adalah hubungan
antarpersonal, hubungan antar-
warga negar, Paradigma dan
prinsip  hukumnya  berbedn,”
kata Aan,

Ta_menilai alasan bahwa ke-
duanya perlu dibahas bersama-
an demi kepentingan pemulih-
an aset juga tidak sepenuhnya
tepat. Harmonisasi antarpeng-
aturan memang penting, tetapi
L seharusnva menjadi sya-
rat yang menghambat  pem-
bahasan  RUU  Perampasan
Asel,

“Jangan sampai ini justru
menjadi batu sandungan, RUU
Perampasan Asel tidak dibahas
dengan alasan menunggu RUU
Hukum Acara Perdata,” ujar-
nya

Soal mekanisme pembuktian,
Aan menilai, perdebatan antara
mbuktian biasa dan pemba-
likan bheban pembuktian lebih
merupakan soal teknik hukum
acara. Hal terpenting, meka-
nisme yang dipilih harus men-
Jamin keadilan dan mencegah

penyalahgunaan  kewenangan
aparat penegak hukum,

“Yang harus dihindari adalah
jangan sampai pembali he-
ban pembuktian membul
ang  kesewenang-wenangan,
Aparat tidak boleh dengan dalih
yang sumir menuduh aset her-
asal dari tindak pidana, lalu
seluruh beban dibebankan ke-
pada warga untuk membukti-
kan sebaliknya,” kata Aan.

i 1 itu ter-
jadi, beban pembuktian yang

berat justru akan ditanggung
m ikat. "Nanti bebannya di
m tkat itu akan sangal be-

sar untuk bisa membuktikan
bahwa hartanya itu tidak di-
peroleh dari suatu tindak pi-
dana,” katanya.

Aon menekankan pentingnya
keterbukaan  dan  partisi
publik bermakna dalam seluruh
proses pembahasan RUU Pe-
rampasan Aset. Draf RUL harus
dibuka ke publik agar masya-
rakat dapat memberikan ma-
sukan. Proses pembahasan di
DPR  ataupun  bers
merintah harus dapat dipan-
Lo,

“Publik harus tahu apa yang
diperdebatkan dan apa yang di-
putuskan, karena itulah yang
akan menjadi norma hukum,
Saya kira itu yang memang ha-
rus ditekankan agar hetul-betul
n.'mli Iil'l‘- I‘rmn asan .-\.-:vt
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mempe

menghadapi pul:lku

khususnya korupsi,” ujarnya.
(BOW)
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